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Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-

rencana-jalan-negara-margasari 

 

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) 

Hermansyah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 

Kalsel Ahmad Solhan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jalan penghubung 

Negara (HSS) dan Margasari (Tapin). 

Dimana rencana pembangunan jalan tersebut nantinya akan menghubungkan 

antara dua kabupaten, yakni dari Kecamatan Daha Barat, Kabupaten HSS dengan 

Margasari, Kecamatan Tapin. 

Peninjauan berlangsung di Desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, dan 

peninjauan ini merupakan langkah awal upaya meningkatkan aksesibilitas dan 

konektivitas antarkabupaten, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

wilayah tersebut.  

Ia juga menyatakan bahwa nantinya jalan ini akan membuka akses yang 

mempermudah masyarakat Daha, baik itu dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, 

dan mengembangkan daerah Negara Daha menjadi lebih maju lagi. 

"Kita melaksanakan peninjauan terkait rencana jalan penghubung Negara-

Margasari atas arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan juga usulan dari Pj Bupati 

HSS," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan. 

Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Selatan 

Tinjau Lokasi Rencana Jalan Negara-Margasari  
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Diterangkan lebih lanjut, pada angaran APBD perubahan 2024 nantinya akan 

dibuat Detail Engineering Design (DED) yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

pembangunannya pada tahun 2025 mendatang. 

Adapun dari hasil peninjauan tersebut, pembangunan jalan Negara-Margasari 

perlu dilakukan, untuk meningkatkan konektivitas dari HSS menuju Tapin yang akan 

memotong jarak dan waktu perjalanan. 

"Kalau dilihat tadi, sekitar 3,5 kilometer ini akan efektif kalau menempuh jalan 

dari Nagara ke Banjarmasin, melalui rencana jalan ini," terangnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/415344/pj-bupati-hss-dan-dinas-pupr-kalsel-

tinjau-lokasi-rencana-jalan-negara-margasari, 20 Mei 2024.  

2. https://narasipublik.net/pj-bupati-hss-dan-kadis-pupr-kalsel-tinjau-lokasi-rencana-

pembangunan-jalan-nagara-margasari/, 20 Mei 2024. 

 

Catatan: 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
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 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


